Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Kalimantan Selatan 2024 Bertambah Lebih Rp 1 Triliun
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Sumber gambar:

https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/08/01/alokasi-apbd-perubahan-kalsel-2024-bertambah-
lebih-rpl-triliun-ini-pemicunya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyusun rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) 2024 sebesar Rpl11,4
triliun atau meningkat sekitar Rp1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Gubernur Kalsel
H Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel
Roy Rizali Anwar menyampaikan hal itu saat Pengantar Nota Keuangan RAPBD-P 2024
pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Karmila di Banjarmasin,
Rabu.

"Struktur RAPBD-P Kalsel 2024 secara umum, pendapatan daerah sebesar
Rp11,4 triliun dan belanja daerah Rp13,1 triliun," kata Roy. Roy menuturkan APBD-P
2024 fokus melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada APBD 2024 murni dan
menunjang program Kalsel maju.

Secara umum atau garis besar fokus pada APBD-P 2024, diungkapkan Roy, antara
lain dengan skala prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui
peningkatan pendidikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan
perekonomian, hilirisasi industri, dan peningkatan usaha mikro kecil menengah
(UMKM).
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Kemudian, sektor pertanian dan pariwisata, meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan
hidup. "Pada prinsipnya pembangunan Kalsel untuk kesejahteraan masyarakat dan warga
Kalsel tidak ada yang tak sejahtera pada masa mendatang,"” ungkap Roy mewakili Paman
Birin. Sebelumnya, Pemprov Kalsel merencanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) defisit atau selisih kurang Rp1,5 triliun.

Saat itu, Sekda Provinsi Kalsel pun menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran-
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2024 pada Rapat
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK di Banjarmasin

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/08/01/alokasi-apbd-perubahan-kalsel-
2024-bertambah-lebih-rp1-triliun-ini-pemicunya, 1 Agustus 2024.

2. https://kalimantan.bisnis.com/read/20240821/407/1792865/apbd-perubahan-kalsel-
meningkat-rpl-triliun, 21 Agustus 2024.

Catatan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

«# Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

% Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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. Pencairan dana cadangan

. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

. Penerimaan pinjaman daerah

. Penerimaan kembali
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1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah
daerah yang sah 5. Bantuan sosial
DANA PERIMBANGAN 6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan
1. Dana Bagi Hasil 8. Belanja tidak terduga
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum
LAIN - LAIN PENDAPATAN BELANJA LANGSUNG
DAERAH YANG SAH
1. Hibah tidak mengikat 1. Belanja pegawai
2. Dana darurat dari 2. Belanja barang dan jasa
pemerintah 3. Belanja modal
3. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
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. Pembentukan dana cadangan

2. Penyertaan modal (investasi)
3. Pembayaran daerah hutang
4. Pemberian pinjaman
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